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Perjanjian Kerjasama tentang Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Tata Kelola
{untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama’) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Selasa,
tanggal Dua Puluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20/09/2022), yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Dr. Siti Awaliyah, S.Pd., MHum. @ Korprodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas limu Sosial Universitas Negeri Malang, dalam hal
ini bertindak untuk dan ates nama Prodi S1 PPKn
Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, berkedudukan
di Jalan Semarang Mo. 5, Malang 65145 Jawa Timur, yang
selanjuinya disebut PIHAK KESATU.

2. lmam Hidayat, SH,M.H . Pimpinan Law Firm & Legal Consullants Imam Hidayat &
Partners berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Utara
No.33A Kota Malang 65126 Jawa Timur, untuk selanjulnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK dan
secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK bertindak dalam kapasitasnya masing-masing sebagaimana disebutkan di atas menjelaskan
teriebih dahulu hal-hal berkut:

(A) BAHWA, PIHAK KESATU selaku Korprodi $1 PPKn adalah perwakilan yang sah dari Universitas
Negeri Malang;

{B) BAHWA, PIHAK KEDUA adalah Pimpinan Law Fimm & Legal Consultants Imam Hidayat & Pariners Kota
Malang;

(C) BAHWA, PARA PIHAK bermaksud unfuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan satu
sama lain dengan ruanglingkup yang tercantum dalam perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut i atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani
perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-kelentuan sebagai berikut:
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PASAL 1
TUJUAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan menyetujui bahwa perjanjian ini bertujuan:

(1) Perjaniian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerjasama yang
saling menguntungkan PARA PIHAK.

(2) Meningkatkan dan mendukung kegiatan dibidang pembelajaran, peneliian dan pengabadian
kepada masyarakat {Tri Dharma Perguruan Tinggi) serla tata kelola, guna untuk memberikan
informasi dan edukasi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP
PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian ini dengan lingkup kegiatan sebagai berkut:
(1) Pembelajaran meliputi:
a) Perkulighan;
b) Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu mahasiswa meiaki&an kerja prakiik uniuk mendapatkan
pengalaman kerja nyata dengan jangka wakiu tes
¢) Pemateri Forum limiah
{2) Pensiitian;
{3) Pengabdian Kepada Masyarakal

PASAL 3
JANGKA WAKTU

(1} Perjanjian Kerjasama ini %eﬁaim dan dimulal sejak fanggal 20 September 20
tanggal 20 September 2027 dapat diperpanjang atas persam;m P&RA ?imx

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri lebih awal dari wakiu yang disebutkan pada ayat {1) pasal ini
sebelum berakhimya jangka wakiu perjanjian dengan perselujuan PARA PIHAK,

{3) Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan bersama dan diatur
dalam ketentuan terpisah.

PASAL 4
BIAYA

Segala sesuaty yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian ini
serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian
ini.
PASAL 5
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian ini,
PARA PIHAK memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
{1) Tugas dan Kewajiban PIHAK KESATU:
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{a) menyediakan akses layanan laboratorium dan jesa layanannya kepada PIHAK KEDUA sesuai
dengan ketentuan dan kesepakatan PARA PIHAK;

{b) mengizinkan staf peneliti yang akan ditempatkan di lokasih PIHAK KEDUA dalam pelaksaanaan
kegiatan/program yang telah disepakali bersama;

{c) secara bersama-sama PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA menyusun kegialan/program
sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakal,

{(2) Tugas dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

{a) mengizinkan staf peneliti untuk melakukan penelitian dengan jangka waktu yang telah disepakati
oleh PARA PHHAK;

{(b) mengizinkan para mahasiswa dari PIHAK KESATU untuk melakukan kunjungan dalam rangka
Praktik Kerja Lapangan) selama jangka wakiu fertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK;

{c} menginzinkan dosen peneliti PIHAK KESATU sebagal pembimbing dalam bidang keahliannya
untuk pelaksaanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;

{d} secara bersama-sama PARA PIHAK menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

(e) secara bersama-sama PARA PIHAK merancang struktur kegiatan/program sampai dengan
pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian
masyarakat.

PASAL &
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama pada akhir
program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetukan kelanjulan kerjasama

berikutnya.
PASAL 7
PUBLIKASI
(1) PIHAK KESATU memiliki hak untuk mempublikasikan hasil peneliian yang dilakukan terkait

@

()

pelaksanaan perjanjian ini dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA, bahkan dengan
mempersyaratkan memberikan identitas anonym bagi objek dan lokasi penelitian, serta memberikan
salinanfcopy kepada PIHAK KEDUA sebelum dipublikasikan.

PIHAK KEDUA diperkenankan untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan afas pelaksanaan
kegiatan terkait perjanjian ini guna kepentingan PIHAK KEDUA, secara khusus kegiatan promosi dan
social corporate responsibility.

PIHAK KEDUA memiliki hak untuk tidak memberikan hal-hal atau informasi kepada PIHAK KESATU
selama pelaksanaan perjanjian ini, sepanjang hal tersebut menyangkut dan terkait Hak Atas Kekayaan
intelektual milik PIHAK KEDUA, kecuali dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

PASAL 8
KERAHASIAAN DAN INFORMASI

(1) PIHAK KESATU menjamin tidak akan membocorkan informasi terkait hal-hat yang bersifat rahasia

baik data-data dan/atau lampiran miiik PIHAK KEDUA dengan cara dan bentuk apapun, kepada
siapapun dan dengan alasan apapun.
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Apabila PIHAK KEDUA menghendaki pengembalian terkail date-data atau informasi %bagasmaﬁa
dimaksud ayat {1), maka PIHAK KESATU akan mengembalikannya lermasuk memberkan semua
salinan {folo copy) beserta lampirannya dalam bentuk apapun sebagaimana ﬁmia sieﬁ PHHAK
KEDUA. Segala bentuk penyimpanan informasi rahasia yang apabila informasi rahasia ini diketahui
oleh pihak lain, maka dianggap sebagai perbuatan membocorkan/memberitahukan informasi rahasia
kepada pihak lain.
Ketentuan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ini telap berlaku sepanjang
masa berlaku perjaniian ini maupun setelah berakhimya perjaniian ini.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN/PERWAKILAN

Setiap pemberitahuan wajib dibuat secara tertulis kepada perwakilan masing-masing PIHAK yang
telah ditunjuk, di bawah ini:

PIHAK KESATU

Alamat  : Jalan Semarang, 5 Malang 65145, Jawa Timur

Tip/Fax : 0341-562180/0341-562180

Email  : hkn.fis@um.ac.id

u.p : Dr. Siti Awaiayah S.Pd., M.Hum. (Korprodi S1 PPKn Departemen Hukum dan

Kewarganegaraan Faiﬁz%ias Hrou Sosial Universitas Negeri Malang)
Hp - 462 81334712151
PIHAK KEDUA
Alamat  : Jalan Jend. Ahmad Yani Ulara No.334, Polowijen, Kec.Blimbing, Kota Malang 65126
Jawa Timur

TipiHp  : 0B1333228271

Email  : imamhidayatiaw@yahoo.com

. - imam Hidayal, 5.H., MH

Apabila salah satu PIHAK mengadakan pemberilahuan secara lisan, maka wajib menuangkannya
secara fertulis ke alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan diterima oleh PIHAK lainnya dalam
waktu paling lambat 24 (dua puluh empat jam) setelah pemberitshuan lisan tersebut dilakukan.
PIHAK yang tidak menuangkan pemberitahuan secara terfulis sebagaimana dimaksud ayat (2)
dianggap tidak pemah memberikan pemberitahuan tersebut kepada pihak lainnya.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

PARA PIHAK dapat mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud apahaia iey}ada pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, namun lidak terbatas pada hal-hal
berikut;

a) salah satu Pihak melakukan wanprestasifingkar janji dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban,
meianggaz‘ isi ketentuan publikasi, ketentuan kerahasiaan dan mﬁ}mm yang diatur dalam
perjanjian ini;

by terdapal peraturan perundang-udangan yang ﬁ%ﬁ?ﬁ%ﬁ?}kﬁﬂ PARA PHAK tidak dapat
melanjutkan perianjian ini;

¢}  berakhimya jangka waktu perjanjian;

d) kesepakatan Para Pihak.
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{2 Menyimpang dar ketentuan ayat {1), PIHAK KEDUA memiiiki hak untuk mengakhiri perjanjian
dengan syaral apa pun, sepanjang hal itu berkaitan dan menyangkut hal-hal terkail perlindungan
bagi PIHAK KEDUA atas Hak Atas Kekayaan intelektual,

{3y Dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian, salah satu PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis
dengan menjelaskan dasar alasan pemutusan perjanjian dan bukti-bukti sebagai lampiran apabila
terjadinya wanprestasifingkar janji.

4 Apab;%a dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender salah satu plhak yang menerima sural pemulusa
perjanjian fersebut tidak memberikan tanggapan maka dianggap setuju dan perjanjian daanggap
telah berakhir

PASAL 11
FORCE MAJEURE

(1) PARA PHHAK dibebaskan darl tanggung jewab alas kelerlambalan dalam melaksanakan
kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila {dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan
oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak teratas pada:
kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan
lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum {untuk selaniuinya disshul “force majeure’).

{(2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu force
majeure harus memberitahukan Pihak fainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waklu
keadaan tersebul dan harus mengambil langkah-angkah wajar yang dianggap perlu unbuk
meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya
berdasarkan Perjanjin ini sesegera mungkin,

(3) Kewajiban dari Pihak yang terfunda akibat telah terjadinya force majeure adalah 14 {empat belas)
hari sejak tanggal pemberitahuannya. Apabila force majeure tersebut terus berlangsung lebih dari
14 {empat belas) hari seiak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perianjian ini dapat diakhiri
sesegera mungkin oleh Pihak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya.

PASAL 12
ADDENDUR

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila di kemudian hari temyata ada hal-hal yang tidak atau befum cukup
diatur dalam perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan dimusyawarahkan untuk disepakati bersama, vang
kemudian akan dituangkan ke dalam suatu addendum {tambahan) perjanjian ini.

PASAL 13

(1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari penafsiren dan alau pelaksanaan perjanjian ini,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah;

{2) Dalam hal belum tercapai penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dalam jangka waktu 30 {tiga
puluh) hari kalender, maka selanjulnya akan diselesaikan menurut aturan hukum yang bedaku.

PASAL 14
LAIN-LAIN

{1) Seluruh adendum perjanjian, lampiran, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan
dengan Pekerjaan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
{2) Perjanjian ini menghapuskan dan mengesampingkan seluruh kesepakatan antara Para Pihak baik
secara lisan maupun secara lertulis yang dibuat sebelum perjanjian ini ditandatangani. Untuk
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Demikianlah, peranjian ini dibuat dan ditandats
di atas, dibuat dalam rangkap 2 {dua), berm:

menghindari kezagu‘mguaﬂ a;sabﬁa ada kelentuan dalam dokumen lain yang dibuat antara para
pihak yang menyimpang/bs lengan perjanjian ini, maka ketentuan yang berlaku sah dan
mengikat Para Pihak aﬁaiah sebagamana fercantum perjanjian ini.

Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tidak beraku atau batal demi hukum
sesual ketentuan hukum yang berlaku, maka pembatalen fersebut tidak berpengaruh terhadap
validitas (keabsahan)/beriakunya pasal-pasal dan ayat-ayat jain dalam perjanjian ini.
Seluruh persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini tetap berlak
para penerus dan atau para pengganti hak dari masing-masing Pihak;

Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia.

1 dan mengikat

vana disabut
terai cukup, dimana masing-masing Pihak mendapatkan 1

angani pada fanggal, bulan dan tahun sebagain

{satu) rangkap asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA )
Korprodi $1 PPKn FIS Pimpinan Law Firmi& Legat Consultants
Universitas Negeri Malang, Imam Hidavat & ers,

Dy, 3% Ami;yais 5.Pd., MHum.
NIP 187410042005012002
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